SALINAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN ATAS RUMAH SUSUN DAN APARTEMEN STRATA TITLE

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara
Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas
Rumah Susun dan Apartemen Strata Title;

i

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak

Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
























(1)

(2)

Bagian Kedua
Mutasi Subjek SPPT PBB-F2
Pasal 8
Mutasi subjek dalam SPPT PBB-P2 dari pengembang kepada
pembeli/pemilik atau mutasi kepada pembeli/pemilik berikutnya
dapat diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari pembeli/ -

pemilik (Waijib Pajak) atau kuasa Wajib Pajak.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. fotokopi sertifikat atas nama pengembang atau pemilik
sebelumnya;

b. fotokopi akta jual beli;
c. fotokopi bukti pelunasan BPHTB;

d. fotokepi bukti pelunasan PBB-P2 saat atas nama pengembang
atau pemilik sebelumnya; ‘

e. fotokopiidentitas pemohon;

f. surat kuasa bermeterai cukup, jika dikuasakan; dan

g. asli dan fotokopi SPPT PBB-P2 tahun berkenaan.

(3)

(1)

@)

Tata cara mutasi subjek dalam SPPT PBB-P2 diatur dalam
Keputusan -Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9
Terhadap permohonan pemecahan SPPT PBB-P2 atas Bangunan
Strata Title yang telah diajukan kepada Dinas Pelayanan Pajak
sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini, dapat diproses
dengan Keputusan Kepala Dinas.
Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah diundangkannya
Peraturan Gubernur ini.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2014

Plit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd
WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 61018

Salinan_sesuai dengan aslinya
KEPALA BIR@\HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
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Lampiran

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 77 TAHUN 2014
Tanggal 23 Mei 2014

CONTOH PERHITUNGAN PENGENAAN PBB-P2
' ATAS BANGUNAN STRATA TITLE

(1) Perhitungan PBB-P2 atas Bangunan Strata Title sebelum dilakukan Pertelaan :

Rumah Susun/Apartemen “A" memiliki data objek pajak sebagai berikut :

Contoh :
- Luas bumi (LT)
- Luas bangunan (LB)
- NJOP/m bumi

- NJOP/m? bangunan
- NJOPTKP ditetapkan

n

=10.000 m?
20.000 m?
Rp 3.100.000,00
=Rp 4.200.000,00
= Rp 15.000.000,00

Perhitungan besarnya PBB-P2 terutang adalah sebagai berikut :

ki S g - LUAS ‘NJOP. ~ NILAI
. OBJEKPAJAK (m?) (Rp/m?) (Rp)

Bumi 10.000 3.100.000 31.000. 000 OOO
Bangunan 20.000 4.200.000 84.000.000.000
NJOP sebagai dasar pengenaan *) 115.000.000.000
NJOPTKP 15.000.000
NJOP untuk perhitungan PBB-P2 114.985.000.000
Tarif 0,3 %

PBB-P2 terutang 344.955.000

*) Tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan

(2) Perhitungan PBB-P2 atas Bangunan Strata Title setelah dilakukan Pertelaan :

Contoh :

Rumah Susun!Apartemen “A” pada contoh 1, dilakukan pemecahan/pertelaan per

satuan unif.

Data tambahan objek pajak adalah sebagai berikut :

- Luas Bangunan Efektif (LBE) yang dapat dijual
- Luas Satuan Unit Bangunan (LUB) yang dijual =

=12.500 m?
21 m?

Perhltungan bumi bersama yang menjadi hak untuk unlt satuan bangunan dengan

luas 21 m? adalah :
-  Luas Bumi Bersama

- Bagian Bumi Bersama

Perhitungan bangunan bersama yang

dengan luas 21 m? adalah :

- Luas Bangunan Bersama

menjadi hak untuk satuan unit bangunan

= LB ~LBE
=20.000 m? -
= 7.500 m?

12.500 m?



208 . LBB
LEBE

- Bagian Bangunan Bersama

B x 7.500
13.500

= 13 m?

Perhitungan besarnya PBB-P2 terutang untuk satuan unit barigunan dengan luas
21 m? adalah sebagai berikut :

e LUAS | NJOP | NILAT
Bangunan per unit 21 4.200.000 88.200.000
Bumi bersama 17 3.100.000 52.700.000
Bangunan bersama 13 4.200.000 54.600.000
NJOP sebagai dasar pengenaan 195.500.000
NJOPTKP 15.000.000
NJOP untuk perhitungan PBB-P2 180.500.000
Tarif *) 0,01 %

PBB-P2 terutang 18.050

*) Tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO



